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Menimbang

anml

bahwa untuk terselenggaranya satu sistem Pendidikan Nasional yang
merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah
Kabup: yang bangsa
dan in yang vaitu yang bertagqwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki

dan jasmani dan rohani,
kepribadian yang mantap dan mandiri sena rasa tanggung jawab sesuai
yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, harus
disctctlgsmnkan secam terarah dan berkesi gan untuk

kan i mutu, i dan daya saing
serta penguar.-n tata kelola dan akuntabilitas,
buhwn untuk dalam

il '!'ayam F i Islam dan
Sosial (YPH) menyelcnwnkan pendidikan Taman Kanak-Kanak
(TK) dengan semua persyaratan pendirian sudah lnwnuh
dengan pes t hal but di atas, perlu p
dengan l(:pulusan Kepala Dinas Pendidik Kat 1
tentang pemberian  ljin  Operasional kepada TK IT Nuuru
Ibaadirrohmaan Kecamatan Rancakalong.

di I

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) scbagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang
Perubahan aws Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang
Yaylsnn (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Tambahan
Negara Republik Ind, ia Nomor 4430);
Undans-umng Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
(' Negara Tahun 2002 MNomor 109,
L Negara Nomor 4235),
lJmngvuMnns MNomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara chublak Incﬁmcsln Tahun 2003 Nomor

.78, Ti L Ne in Nomor 4301},

egara R
Undang-undang Nnmor 25 lnhun 2009 tentang Pelayanan Publik
(L Negara Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republi!; Indonesia Nomor S038),
Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
umbarsn Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,
L Negara ia Nomor 5494);

Memperhatikan

. K Menteri P

UNUAng-unaang momor s “ﬂlm _'Ul* IENIANE FOMETINIENAT LIgCran
(Lemb Negan P Tnhn.m 2014 Nomor 244,
Ti L Nomor S587),

Negara
sebagaimana telah diubah d:ngan Peraturan Pemenntah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 't“atmn 20!4 tentang  Pemerintahan  Daerah
(Lemb Negara Rep in Tahun 2014 Nomor 246,
T L Negara Republik Ind Nomor 5589);
Peraturan Pemerintah Nomor |9 tahun 2005 tentang Standar Nasional
ikan (1 N ia Tahun 2005 Nomor
Tambahw lmbarn.n Ncpu Republik Indonesia Nomor 4496)
telah b pa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemennwh Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lemburm Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
45, Tambah Negara R ia Nomor S670);
Peraturan P:m:nmah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
¥ Daerah (1 Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4741);

. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomeor
23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) scbagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Pernluran Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
P lol dan Pendidikan (Lembaran Negara
Tahun 2010 Numor 1 ll Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157),

. Peraturan Pemerintah Nomor 48 1ahun 2008 tentang Pendanaan

Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4864);

.chuh;sln Presiden Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan

Daerah sebagai Dacrah Otonom;

h dan K

,Pcralurnn Menteri Dalnm Negeri Nomer 57 Tahun 2007 tentang

P juk Teknis F F gh

Dacrah;

3 Penluun Menteri Penéldikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014

tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Di
didik onal Nomor ObOM/ZDuz tentang
Pcdnnun Pendirian Sekolah:

. P Daerah Kabup S dang Nomor 9 Tahun 2014 tentang
Pemt k Organisasi Py 2k Dacrah Kabupaten Sumedang
(L Negara R ik Ind ia Tahun 2014 Nomor 9);

Nomor 7 Tahun 2019 tentang

n F K
. Peraturan Dacrah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan

Struktural Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;

. Peraturan  Bupati  Sumedang Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Pemb } Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Pada Perangkat Daerah.

Suml: Py h ljin (‘ dari TK IT Nuuru Ibaadirrohmaan

nomor : 007/YPIS-TKIT/NI/X1/2019

umggai 22 November 20 59

Surat Rekomendasi dari Camat Rancakalong Nomor : 010/YPIS-

. TKIT/NUVIL2017 tanggal 16 Juli 2017 dan Surat Rekomendasi dan

Kepala Desa Pangadegan Nomor 011/YPIS-TKIT/NIVIL/2017 1anggal
17 Juli 2017.

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

Tembusan :

€. Surat Keputusan dan Yayasan Pendidikan Islam gan Sosal (YFIS)
Nomor 042/YPIS-NUTKIT/XI/2017 tanggal 01 Juli 2017 tentang
Pendirian TK IT Nuuru Ibaadirrohmaan.

d. Surat Keputusan dari Ketua Yayasan Pendidikan Islam dan Sosial
(YPIS) Nomor : 043/YPIS-NUTKIT/XI/2017 tanggal 01 Juli 2017
temtang Pengangkatan Kepala Sekolah dan Surat Keputusan Nomor
044/ YPIS-NUTKIT/XI/2017 tanggal 01 Juli 2017 tentang
Pengangkatan Guru pada TK IT Nuuru Ibaadirrohmaan.

¢ Akta Notaris Nomor 12 tanggal 20 Oktober 2016 dan Surat Keputusan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor
AHU-0040783. AH.01.04. Tahun2016 Tanggal 21 Oktober 2016,

f. Hasil Studi Kelayakan Penyelenggaraan TK IT Nuuru Ibaadirrohmaan
oleh Tim Verifikasi dan Validasi Studi Kelayakan ljin Operasional
Sekolah dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.

MEMUTUSKAN :

Memberi Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
yang baru kepada :
Nama Yayasan
Nama Sekolah

: Yayasan Pendidikan Islam dan Sosial (YPIS)
: TK IT Nuuru Ibaadirrohmaan

Kecamatan Rancakalong
: Dusun Ciloa RT 004 RW 002

Desa Pangadegan

Kecamatan Rancakalong

Kabupaten Sumedang

Alamat

Taman Kanak-Kanak (TK) sebagaimana tersebut pada diktum pertama
wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas
Pendidikan Kabupaten Sumedang.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
apabila ternyata terdapat kel\.elmmn atau kesalahan didalamnya akan

diadakan perubahan seb mestinya.
Ditetapkan di : Sumedang
Pada tanggal :#% Februari 2020

A DINAS PENDIDIKAN

na Tk.I, IV/b
710401 199710 1 001

1. Yth. Bapak Bupati Sumedang (Sebagai laporan):

2. ¥ith. Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini,

Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;



